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Abstrak

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional,
selain itu pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu Negara. Sebagai
lembaga pendidikan, Universitas berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi
para mahasiswa yang belgjar di universitas tersebut, dan sebaliknya mahasiswa yang
memperoleh ilmu di universitas diwgibkan membayar uang SPP/semester. SPP
merupakan biayawajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa. Sikap menunda-
nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas
yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian.
Fenomena ini memunculkan berbaga permintaan dari pengelola universitas akan
pentingnya penanganan ganti rugi dan pengenaan sanksi untuk memberikan efek jera
kepada mahasiswa.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana operasional dan
aplikas denda pada SPP dan Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap
SPPmahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari? Tujuan yang ingin dicapai
adalah untuk mengetahui bagaimana operasional dan aplikas denda SPP dan
bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap denda. Setelah meneliti ketentuan
operasional dan aplikasi denda dalam SK Badan Pengurus Y ayasan Universitas Islam
Kaimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari No : 87 / KPTS - BPY / IX /
2014 Tentang pembayaran Uang Denda dan dalam perspektif islam bahwa denda
karena terlambat bayar SPP tidak termaksud riba namun termaksud Uqubah Maliyah
(hukuman finansia) yang dipersilisihkan oleh para ulama, hukuman finansial
dibolehkan asalkan proposional.

Kata Kunci : Denda, UNISKA, SPP, Uqubah Maliyah
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Pendahuluan

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga
mengajarkan sikap tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan, termaksud
dalam urusan materiil. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai
makhluk sosial atau human society dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak
bisa terlepas dari orang lain, satu sama lain saling memerlukan. Aktivitas
muamalattidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusiaDalam Islam kegiatan
muamalat beris berbagai aturan yang mengikat untuk menata hidup dan
kehidupan manusiaitu sendiri.*

Isam memberikan aturan dalam semua kegiatan kehidupan termasuk
kegiatan ekonomi dan bisnis. Dan bagi siagpa sgja yang tidak mau mematuhi aturan
itu maka dia akan mendapatkan kerugian didunia dan diakhirat, Oleh karena itu
sebagal seorang muslim sudah seharusnya melakukan aktivitas ekonomi dan
bisnisnya berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip
ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur
atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur’an dan as-Sunnah.Prinsip
ekonomi ini berfungs sebaga pedoman dasar bagi setiap individu dalam
berperilaku ekonomi.?

Pembayaran SPP adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis
setigp individu mahasiswa atau pelgar. SPP merupakan biaya wajib yang mesti
dikeluarkan oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan
atau bagi yang terlambat membayar SPP ini akan di kenakan denda atau status
akademik menjadi mahasiswa tidak aktif. Mahasiswa pada kasus ini menduduki
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posisi tawar yang rendah dan dalam satu kondisi tertentu diharuskan mengambil
pilihan yang tidak populer.

Banyaknya tuntutan mendesak pihak universitas-universitas supaya
menghapuskan denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP banyak kita
jumpal akhir-akhir ini, karena dianggap menyusahkan mahasiswa ekonomi rendah
juga penggunaan dana yang terkumpul dari hasil denda tersebut ditengarai tidak
transparan dan akuntabel.

Penerapan denda telat bayar SPP hingga saat ini masih menimbulkan
keraguan di kalangan umat Islam, Apakah boleh atau tidak. Dalam literatur figih
pun belum ada pembahasan yang membahas tentang penerapan denda tersebut
secara khusus. Kgjian tentang denda yg ada dalam literatur figih hanya terdapat
dalam kasus denda atas pembunuhan (Diyat) dan denda dalam ha Hgji (Dam).
Dan tidak banyak pembahasan tentang denda dalam transaksi muammal at.

Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh mahasiwa
terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas
menghadirkan beberapa kerugian. Fenomena ini memunculkan berbagai
permintaan dari pengelola universitas akan pentingnya penanganan ganti rugi dan
pengenaan sanksi, ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan kepada mahasiswa yang
lala dan naka (menunda-nunda pembayaran).Pengenaan denda pada SPP
mahasiswa untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa.

PEMBAHASAN
A. Ta’zir
1. Pengertian Ta’zir
Secara bahasa, ta’zir berasal dari kata yang berarti menolak
danmencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati,
membantunya, menguatkan, dan menolong.®Ta’zir diartikan mendidik, karena
ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia

3 brahimUnais,et.al.,Al-Mu’jamAl-Wasit,Juzl1,(Beirut:Darlhya’ At-TuratsAl -
‘Arabi,t.th.),hal.598.
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menyadari  perbuatan  jarimahnya, kemudian meninggakan dan
menghentikannya.*

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan
oleh a-Qur’an danhadis. Ta’zir berfungss memberikan penggaran kepada
pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.”

Secara terminologi, ta’ziradalah hukuman pendidikan atas dosa
(maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.’Adapun yang
dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwagjibkan dan
melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fugaha memberikan
contoh meninggalkan kewgjiban seperti menolak membayar zakat,
meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padaha ia mampu,
mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulas harta anak
yatim, hasil wagaf dan lain sebagainya.”

Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari
Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan
baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran
yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan
dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu
dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.®

Ta’zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara’) adalah
hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak
sampai melukai, tidak boleh melakukan ta’zir dengan mencukur jenggot
ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan
ta’zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang

membol ehkan.

“Wahbahaz-Zuhaily,Al-FighAl-1slamiwaAdillatuhu,JuzV/ | ,(Damaskus: DarAl -

Fikr,1989),hal.197.

1
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®AhmadWardiMuslich,HukumPidanal slam,(Jakarta: SinarGrafika,2005),hal .249.
’AhmadWardi Muslich,HukumPidanal slam,hal .249.
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Sedangkan Imam Syafi’i dan ulama pengikut Imam Syafi’i tidak ada
satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa
Ibnu ‘Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut
sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan
Khalifah Umar terhadap rumah Sa’ad, ketika ia lari bersembunyi dari
pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual
minuman keras.’

2. Dasar Hukum Ta’zir

Al-Qur’an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari
segi bentuk ta’zir maupun hukumannya'® Dasar hukum disyariatkannya
sanksi bagi pelaku ta’zir adalah dslaszs sy n 323 artinya, hukum ta’zir
didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada
prinsip keadilan dalam masyarakat.™'K etentuan pidana ta’zirsemua diserahkan
pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan.
Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan
perkembangan zaman.*?

Dalil yang dijadikan landasan adanya jarimahta’zir adalahhadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Burdah sebagai mana berikut.
Lol gusl 5 e (358 an) alay ¥ sk ol g adde A la A Jgas )y e 431 (5 i) 33 ol e

( )

Artinya:
Dari Abi Burdah al-Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah SAW
bersabda: “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan
hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang
berzina dan sebagainya.” (HR. Muslim) *3

Pada dasarnya hukum ta’zir bertujuan memberi penggjaran dan
mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini

°Djamal udinMiri,Ahkamul Fugaha, (Surabaya: L TNNUJawalT i mur,2004),hal .36.
193ai hM ubarok, Kai dah-Kai dahFighJinayah,(Bandung: PustakaBani Quraisy,2004),hal .47.

M akhrusM unajat, Reaktualisasi PemikiranHukumPidanal slam, (Y ogyakarta: Cakrawal 3,200
6),hal.14.

12A hmadHanafi,Asas-asasHukumPidanal slam,(Jakarta: BulanBintang, 1996),hal .340.
BHusseinK hallidBahreisj ,HimpunanHadisShahihMuslim,hal .255.
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dikemukakan oleh Abdurrahman a-Jaziri:“Adapun ta’zir adalah penggaran
atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah
perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka
setigp orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak
mempunyal had, gisas, kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum
dengan ta’zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah
kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan
dan diberi penghinaan ringan”.**

Abdul a-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya
ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran ta’zir karena kebijakan para
penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan semangat
Syari’ah.™®

Dalan menentukan sanks ta’zir itu harus mempertimbangkan
pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif
tindakanya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan

pelakunya '®

. Tujuan dan Syarat-syarat JarimahTa’zir

Tujuan dari diberlakukannya sanks ta’zir yaitu sebaga preventif,
represif, kuratif dan edukatif.'’

a. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi ta’zir harus memberikan
dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan
perbuatan melanggar hukum yang sama.’® Fungsi ini ditujukan kepada
orang yang belum melakukan jarimah.

b. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi ta’zir harus
memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak
lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman

¥“Abdurrahmanal-Jaziri> al-Figh*AlaMaz\a> hibal-Arba’ah,(Beirut-Libanon:Daral -

Kutubal-IImiyah,t.th.),hal.397.

®AbdullahAhmedAn-

Naim,DekonstruksiSyari’ah,terjemahAhmadSuaedydanAmiruddinArrani,(Y ogyakarta: L K1S,1994),hal .

227.
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ta’zir.*® Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan
jarimah dikemudian hari.

c. Kuratif (islah) adalah bahwa sanks ta’zir itu harus mampu membawa
perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.®® Fungs ini
dimaksudkan agar hukuman ta’zir dapat merubah terpidana untuk bisa
berubah lebih baik dikemudian harinya.

d. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi ta’zir harus mampu menumbuhkan
hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan
menjauhi  perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan
sematamata karena tidak senang terhadap kejahatan?* Fungsi ini
diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya jarimahta’zir terbagi dalam
beberapa tujuan, yaitu:*

a. Hukuman ta’zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman
pokok.

b. Hukuman ta’zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.

c. Hukuman ta’zir sebagai hukuman pokok bagi jarimahta’zir syara’.

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa ta’zir berlaku bagi
semua manusia yang melakukan kegjahatan di muka bumi. Syaratnya adalah
berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa
maupun anak-anak, muslim maupun kafir. Setigp orang yang melakukan
kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak
dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi
ta’zir agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

. Unsur-unsur JarimahTa’zir

Ulama Fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat
dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai
perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

lbid.,hal.191.

2y pid,

“pid.,hal . 192
#RahmadHakim,HukumPidanal slam,hal .143-145.
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a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi

pelakunya.

Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “tidak ada suatu
tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash”.*® Senada
dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada nash, tidak ada
hukum bagi orang yang berakal”.*

Tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang
dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam nash.
Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang

diperbuatnya, selama tidak ada nash yang melarang atau mengharamkan.”

. Adanyatindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah

Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa
perbuatan nyata melanggar syara’ (misalnya mencuri) maupun dalam
bentuk sikap tidak berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh syara’
(misalnya meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat).”® Dalam
hukum pidana positif dikenal dengan unsur materiil (ar-rukn al-madl),?’
yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti
dilakukan oleh pelaku jarimah, sehingga dapat digolongkan kepada tindak
pidana secara sempurna.

Karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan
pencurian tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (jarimah) hudud.
Juga kepada seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan
pembunuhan tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana (jarimah)
gishhash, melainkan digolongkan kepada jarimah ta’zir.?®

c. Adanya pelaku jarimah

2 JaihM ubarokdanEncengArifFaizal ,KaidahFighJinayah: Asas-

AsasHukumPidanal slam,(Bandung: PustakaBani Qurai sy,2004),hal.30.

2Abdul AzizDahl an,Ensikl opedi Hukuml slam,hal .806.
ZTaufikAbdullah(et.al),Ensikl opedi TematisDunial slam: BabAjaran,(Jakarta: PTI chtiarBaruv

anHoeve,2002),hal.172.
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Pelaku jarimah, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah
bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana
positif disebut dengan unsur moril (ar-rukn al-adabi).?® Apabila seseorang
anak yang belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan
pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi
gisas.

Unsur moril dapat terpenuhi apabila pelaku jarimah telah mencapai
usia dewasa (baligh), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan
tindakan yang dilarang, dan melakukan atas kehendaknya sendiri. Hukum
Pidana Islam tidak mengenal istilah “berlaku surut”. Artinya, sanksi hukum
terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan
hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.®

Unsur-unsur yang disebutkan di atas adalah unsur-unsur yang bersifat
umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi
setigp macam jarimah (tindak pidana atau delik). Jadi, pada jarimah apapun
ketiga unsur itu harus terpenuhi. Di samping itu, terdapat unsur kasus yang
hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah yang lain.
Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu sgja tidak
akan ditemukan pada jarimah yang lain. Sebagai contoh, memindahkan
(mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada jarimah pencurian atau
menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.

. Macam-macam Jarimah Ta’zir
Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimahta’zir dapat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu:*!
a. Jarimahta’zir yang menyinggung hak Allah SWT.
b. Jarimahta’zir yang menyinggung hak individu.
Dilihat dari segi sifatnya, jarimahta’zir dapat dibagi dalam tiga bagian,

yaitu:*

%Abdul AzizDahlan,Ensikl opediHukuml slam,hal .806.

% TaufikAbdullah(et.al),Ensikl opedi TematisDunial slam,hal . 172
¥ AhmadWardiMuslich,HukumPidanal slam,hal.255.

#|bid.
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a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.

b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum.

c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran.

Adapun jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta’zir juga
dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:®

a. Jarimahta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hjudu>d atau qis}as}
tetapi syarat-syaratnyatidak terpenuhi atau ada syubhat.

b. Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nas} syara tetapi hukumnya
belum ditetapkan.

c. Jarimah, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara.

Abdul Aziz Amir seperti yang dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi

Muslich membagi jarimahta’zir secararinci sebagai berikut:**

a. Jarimahta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

b. Jarimahta’zir yang berkenaan dengan pelukaan.

a. Jarimahta’zir yang beraitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak.

b. Jarimahta’zir yang bekaitan dengan harta.

c. Jarimahta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

d. Jarimahta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Abd Qodir Awdah sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi

Muslich membagi jarimahta’zir menjadi tiga, yaitu:*

a. Jarimahh}tudu>d dan gistas} diyat yang mengandung unsur syubhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
maksiat.

b. Jarimahta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas}, tetapi sanksinya
oleh syariah diserahkan kepada penguasa.
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c. Jarimahta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama.

. Macam-macam Sanksi Ta’zir

Hukuman-hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu
hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu
sendiri. Jenis-jenis hukuman ta’zir adalah sebagai berikut:*

a. Hukuman mati

Pada dasarnya hukuman ta’zir dalam hukum Islam adalah hukuman
yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta’zir tidak boleh ada
pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian
besar fugaha memberikan pengecudian terhadap peraturan hukuman
tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum
menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari
kecuali dengan membunuhnya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan
suatu pengecualian dari aturan hukuman ta’zir, hukuman tersebut tidak
boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Kesimpulannya
yaitu hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku
jarimah yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan
ketertiban masyarakat. Di samping sanks hjudu>d tidak lagi memberi
pengaruh baginya.*’

b. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu
hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk
hukuman h}udu>d dan hukuman ta’zir. Pukulan atau cambukan dalam
hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka dan kepala. Hukuman jilid tidak

boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh

®NurulIrfandkk.,FighJinayah,hal .147
37 AhmadWardiM uslich,HukumPidanal slam,hal .258-260.
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yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya
adalah memberi pelgjaran dan pendidikan kepadanya. *®
Hukuman jilid atau cambuk ini sangatlah efektif, karna mempunyai

keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hukuman lainnya, yaitu

sebagai berikut:

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan
langsung secara fisik.

2) Bersifat fleksibel. Setigp jarimah memiliki jumlah cambukan yang
berbeda-beda

3) Mempunya biaya yang ringan. Tidak membutuhkan dana besar dan
penerapannya sangat prakitis.

4) Bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.
Apabila hukuman sudah dilaksanakan oleh terhukum, terhukum dapat
langsung dilepas dan beraktifitas seperti biasanya.*

. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara al-habsu
dan as-sijnu. Al-habsu yang artinya menahan atau mencegah, al-habsu juga
diartikan as-sijnu. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyal arti
yang sama, disamping itu kata al-habsu diartikan dengan 4&iswiS4ll yang
artinya tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman kawalan
dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman
yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawaan tidak terbatas.®
Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini
adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama
Syafi’iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka
mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara
ulamarulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan
maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa

hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini
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tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau
taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah
penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan
jarimah-jarimah yang berbahaya.
d. Hukuman salib
Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan
keamanan (hira’bah), dan para fugaha mengatakan bahwa hukuman salib
dapat menjadi hukuman ta’zir. Akan tetapi untuk jarimahta’zir hukuman
salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan
s terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum,
tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup
dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fugaha tidak lebih dari tiga
hari.
e. Hukuman pengucilan
Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan
dengan s pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan
dengannya** Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman
ta’zir yang disyariatkan oleh Islam.
f. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan
Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta’zir, dengan syarat
dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman sgja. Misalnya
dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman
yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman
teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa
memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman peringatan juga diterapkan
dalam Syari’at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini
cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur’an
sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat
nusyuz.

g. Hukuman denda

“'A Djazuli,FighJinayah,hal .217.
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Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari’at Islam sebagai
hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung
dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah
tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya
tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang
menyembunyikan barang hilang.* Penjatuhan hukuman denda bersama
dengan hukuman yang lain bukan merupakan ha yang dilarang bagi
seorang hakim yang mengadili jarimahta’zir karena hakim diberi
kebebasan penuh dalam masalah ini.** Sebagian fugaha berpendapat bahwa
denda yang bersifat finansia dapat dijadikan hukuman ta’zir yang umum,
tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat
hukuman-hukuman ta’zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah
Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan,
pemecatan, pengumuman kesal ahan secara terbuka.*

B. Denda
1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah .Secarabahasa

berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dendamempunyal arti

(1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentukuang: oleh
hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh jutarupiah; (2)

uang yang harus dibayarkan sebaga hukuman (karena melanggaraturan,
undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapatdipenjarakan.*

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir menurut

bahasa adalah <, artinya memberi pelgjaran. Ta’zir juga diartikan dengan

“2M ohammadDaudA li,Hukuml slam; Pengantar |l muHukumdanTataHukuml slamdilndonesia,
(RajawaliPers.Jakarta,2002),hal.147.

A hmadWardiM uslich,HukumPidanal slam,hal .265-267.
“Ibid.,hal .268.

W .J.S.Poerwadar minta, KamusBahasal ndonesia,Edisil 11, (Jakarta: Bal ai Pustaka,2006),hal .2
79.
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, yang artinya menolak dan mencegah.*®Ta’zir adalah larangan,
pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

Dalamfigi hjinayahhukumandiyatadal ahdenda. Diyatyaknihukumdendaa
tasorang yang melakukan bunuh dengan tidak senggja (khat}a) atau atas
pembunuhan yangserupasengaj a(syabahamad)atauberbuat sesuatu
pel anggaranyangmemperkosahakmanusi asepertizina, melukai dan
sebagainya.*’ Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah
dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.*®

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai ta’zir bukan
diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasa dari
pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.

Denda keterlambatan termasuk kelompok hukuman ta’zir yang
berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan
penghancuran barangyaitu hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Para
ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’zir dengan cara
mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara
mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu
Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Y usuf
membol ehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti
oleh Imam Malik, ImamSyafi’i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.*

Denda keterlambatan merupakansalah satu bentuk dari hukuman ta’zir
yang berkaitan dengan harta Namunpara ulama berbeda pendapat mengenal
denda uang.

. Hukum Denda dalam Islam

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah ta’zir terdapat
perbedaan pendapat ulama fikih. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak
mau melaksanakan sholat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus

dikenakan hukuman denda sgumlah uang untuk setigp sholat yang

“6AhmadWardiMuslich,HukumPidanal slam,hal .12.

“"M ohK asi mBakri,HukumPidanadal aml slam,(Semarang: Ramadhani, 1958),hal .12.
“®bid.,hal .43

“|bid.,hal.265-267.
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ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, karena menurut
pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, tidak akan
tercapai tujuan hukumannyaitu.*

Ulama Mazhab Hambali,termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-
Jauziah, mayoritas ulamaMazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian
ulama dari kalanganmazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang hakim boleh
menetapkanhukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir. Alasan yang
merekakemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang
berbicaratentang zakat unta. Dalamhadis itu Rasulullah SAW bersabda:

JB aSs () B WAS J8 o WSS JB (e &y shae oAl
Go Lellen Cio 0 308 Y 053 A5 G 08 3 AL J)) (8 2 U dlls e B e A
3eah JY s Y G cilale (e dae 4l Dl i gdal B ol ey L AT A% 1 5ad%s e
L e A aile B s

Artinya:
Telah mengabarkan kepada kami 'Amru Ibn 'Ali dia berkata; Telah
menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; Telah menceritakan kepada
kami Bahz bin Hakim dia berkata; Bapakku telah menceritakan kepadaku dari
kakekku, dia berkata; Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Pada setiap
empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu
ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak
boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa
memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya.
Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya
beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi

keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun."*? (HR. Nasa'i)

*Abdul AzizDahlan,Ensikl opediHukuml slam,hal .1775.

*!JalalluddinAs-Suyuti,Sunanan-Nasa’i,JilidV ,(Beirut: Daral -K utubal -
Ulumiyyah,t.th),hal 25,

2| idwa Pustaka |-Software, Kitab 9 Imam, (2009),
Sumber:Nasa'i,Kitab: Zakat,Bab:Hukumanbagiyangtidakmaumembayarzakat,No.Hadist:2401.
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Menurut merekahadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah
SAWmengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.*®
Dalamriwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:
soee 3 A e o (el Ge il 0 soke e Nlae il (e Gl WA O A58 Ul
3856 5 Aals (63 Ge Olal L 08 sladdl Ll e il 481 Al adle B Ala ) JL5 G
sk & 20 A% U3 (500 Bay Ashalls Allle 4058 ailad A ¢ 5y ¢ A (s adle o0 M40

P AN alie Al 58 4alad BB 3 (3 (s el 4dlad el (e AL G 2))
Artinya:
Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah
menceritakan kepada kami al-Lais dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari
ayahnya dari kakeknya yaitu Abdillah Ibn 'Anr dari Rasulullah SAW bahwa
beliau ditanya mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda:
"Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan tidak
mengambilnya di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman atasnya. Dan
barang siapa yang keluar membawa sebagian darinya (yang ada dalam
lipatan kain) maka dia wajib membayar denda dua kalinya, serta mendapat
hukuman. Dan barang siapa yang mencuri sebagian darinya setelah
terkumpul dalam tempat pengeringan dan mencapai harga tameng maka
tangannya dipotong, dan barang siapa yang mencuri kurang dari itu maka dia
ber kewajiban membayar denda dua kalinya, dan mendapatkan hukuman.">

Imam as-Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin
Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat
bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir.
Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal 1slam telah
dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasullah SAW, diantaranyahadis yang
berbunyi:

*3Abdul AzizDahlan,Ensikl opediHukumlslam,hal.1175-1176.
*Jal alluddinAs-Suyuti,Sunanan-Nasa’i,hal .85
*Lidwa Pustaka |-Software, Kitab 9 Imam, (2009),

Sumber:Nasa'i,Kitab: Potongtangan,Bab: K urmadi curi setel ahditaruhditempatpenggari ngan,No.Hadist: 48

72.
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Ll iy Akl (e (i) (e 3an ol e iy Ge a3 () (A0 WBS ol () (e WSS
B (5 a3 J) (8 Gl O oy adle 20 Lla () S A

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Ali lbn Muhammad berkata, telah
menceritakan kepada kami Yahya Ibn Adam dari Syarik dari Abi Hamzah dari
Sya'biy dari Fatimah binti Qais bahwasanya ia pernah mendengarnya, yakni
Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat."®’
(HR. Ibn Majah)

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah
SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain,
sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

SR S0 ST e T e s L

Artinya:
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui.”®

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soa harta seseorang,
seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana
ta’zir, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar
hukum denda itu tidak ada® Ini adalah perbedaan pendapat para ulama

A |-HafizAbi'AbdillahM uhammadi bnY azidal -
Quzwini,SunanlbnMajah,Juz.l,(Beirut: Daral -K utubal -'Alamiyyah,275H),hal .570.

*Lidwa Pustaka |-Software, Kitab 9 Imam, (2009),
Sumber:1bnuM g ah,Kitab: Zakat,Bab: A payangdi kel uarkanzakatnya,makai abukansimpanan,No.Hadist: 1
779.

%8 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 46.
*Abdul AzizDahlan,Ensikl opediHukuml slam,hal .1176.
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tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa
hukuman denda yang pernah ada tel ah dihapus denganhadis Rasulullah diatas.
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini  dimaksudkan sebagai sanks atau
hukuman,supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam
KompilasiHukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang
ingkarjanji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam
Pasal 36,yang menyebutkan bahwa:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
a Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. b.
Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. c.
Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. d. Melakukan sesuatu
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak
dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. Membayar
ganti rugi b. Pembatalan akad c. Peraihan resko d. Denda, dan/atau e.
Membayar biaya perkara”.*

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fugaha dari
kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan
hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang
terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika
sudah menjadi bak, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak
menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.”* Seorang hakim
boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidanata’zir, apabila
menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada
pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimahta’zir seorang hakim harus
senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat
menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana
yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim

TimRedaksi Fokusmedia, Kompilasi HukumEkonomi Syariah,(Bandung: Fokusmedia,2008),h
al.22-23.

®Abdul QadirAudah,At-Tasyri’ Al-Jina’iAl-1s amiyMugar ananbial-Qanunal -
Wad’iy,Terj. TimTsalisah,Ensi kl opediHukumPidanal slam,(Bogor:PTK harismalImu),hal.101-102.
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harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan
yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya.

Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat
dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara’, maka boleh
dilaksanakan.®*

. Hal-hal Yang Bisa Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fugaha bahwa hukum Islammenghukum
sebagian tindak pidanata’zir dengan denda. Contohnya adalahsebagai berikut:
a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukumandenda
duakali lipat dari harga buah yang dicuri.

b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang
adalahdenda dua kali lipat dari nilainya.

c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah
denganmengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fugaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukumandenda

hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.*®

Analisis Operasional dan aplikas denda pada SPP (Sumbangan Pembinaan
Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Daam SK Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Kalimantan

(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari No : 87 / KPTS — BPY / IX / 2014
Tentang pembayaran Uang Denda setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20,
apabilalewat padatanggal tersebut akan dikenakan denda sebagai berikut :

a. KeasReguler (Pagi & Maam) 20.000
b. KelasEkstensi 30.000

Analisis Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap SPP (Sumbangan Pembinaan
Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pendapat pertama :denda karena terlambat bayar SPP tidak termaksud riba
namun termaksud Uqubah Maliyah (hukuman finansial) yang dipersilisihkan
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oleh para ulama. Hukuman finansia dibolehkan asalkan proposional. Denda
yang tergolong riba adalah denda dalam transaksi utang piutang. Jika denda
SPP dianggap sebagai ta’zir berupa ugubah maliyah maka penerimaan dana
denda boleh diakui sebagai pendapatan dan dapat dimanfaatkan oleh

penerima denda.

Pendapat kedua : denda karena terlambat bayar SPP termaksud riba. Pendapat
ini menganggap akad yang dilakukan oleh peserta didik dengan pihak kampus
sebagal jua beli jasa. Jika SPP dianggap jua beli jasa, ketika peserta didik
melakukan registrasi di awal semester tidak membayar lunas SPP yang sudah
ditentukan maka sisanya akan di hitung sebagai Hutang dan denda dari akad
hutang piutang terlarang serta dana denda tersebut tidak bisa/boleh diakui
sebagal pendapatan pihak kampus yang berkonsentrasi dana denda tersebut
tidak boleh di manfaatkan.

Denda yang terjadi dalam akad hutang piutang ini merujuk pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional No : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah
Mampu Y ang Menunda-nunda Pembayaran:

a  Sanks yang disebut dalam fatwa ini adalah sanks yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi  menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja.

b. Nasabah yang tidak/belum mampumembayar disebabkan force majeur
tidak boleh dikenakan sanksi.

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mampunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh

dikenakan sanksi.

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’’zir, yaitu bertujuan agar nasabah

lebih disiplin dalam melaksanakan kewagjibannya.

e.  Sanks dapat berupa denda sgfumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

f. Danayang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
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KESIMPULAN

Pembayaran SPP adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap
individu mahasiswa atau pelgjar. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan
oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan atau bagi yang
terlambat membayar SPP ini akan di kenakan denda atau status akademik menjadi
mahasiswa tidak aktif. Sikap menunda-nunda pembayaran SPP yang dilakukan oleh
mahasiwa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas
menghadirkan beberapa kerugian.

Denda keterlambatan termasuk kelompok hukuman ta’zir yang berkaitan dengan
harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barangyaitu
hukuman ta’zir yang berkaitan dengan hartaMengenai penggunaan hukuman denda,
sebagian fugaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka
mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik
uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik dan supaya
tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.
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